BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ U /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

Mengingat

BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting
di Kabupaten Ngawi dan untuk mendukung pelaksanaan
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan
Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun
Anggaran 2022 di Tingkat Desa/Kelurahan maka perlu
menunjuk Tim Pendamping Keluarga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Tim Pendamping Keluarga
Desa/Kelurahan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);



»

10.

11.

12.

Undang—Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana  telah diubah dengan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang
Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 57);

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  6573) sebagaimana  telah diubah  dengan
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 57);

Undang—-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



Menetapkan :

KESATU

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimang
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

17.

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 216);

21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten

22. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/1 17.B/404.012/B/202 1 tentang Standar Satuan
Harga Barang/Jasa Tahun 2022;

23. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim
Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten N gawi.

MEMUTUSKAN:

: Menunjuk Tim Pendamping Keluarga Desa/Kelurahan Kegiatan

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2022
dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

:Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan kegiatan sebagai
berikut:

a. melakukan pendampingan terhadap calon pengantin (catin)
melalui proses fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti
dengan treatment dan upaya-upaya kesehatan dan
peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan stunting
bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS);

b. melakukan pendampingan terhadap ibu hamil melalui
pemantauan perkembangan kehamilan dan mendeteksi
secara dini apabila muncul permasalahan untuk segera
dilakukan untuk penanganan;

¢. melakukan pendampingan terhadap ibu pasca persalinan

dengan memberikan promosi dan Komunikasi Informasi dan
Edukasi tentang KB pasca persalinan, Asi Eksklusif dan
tumbuh kembang anak kepada ibu yang telah melahirkan
agar menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka
waktu sampai setahun setelah melahirkan sehingga memiliki
jarak ideal dengan kehamilan berikutnya serta juga
termasuk ibu pasca keguguran yaitu ibu yang diberikan
pelayanan KB dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari
setelah keguguran; dan

d. melakukan surveillance stunting tingkat desa/ kelurahan

melalui pengamatan kepada sasaran yang dilakukan secara
terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan
distribusi sasaran serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan
penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan yang
efektif; dan

e. memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko stunting,

memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran,
serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

: Pembentukan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing Desa di Wilayah Kabupaten Ngawi.

: Memberikan Jasa Operasional kepada masing-masing Tim

Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
per pendampingan.

: Memberikan biaya pulsa/paket data kepada masing-masing Tim

Pendamping Keluarga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per orang per bulan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 Kode
Rekening 2.14.04.2.01



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tdnggal 2 Javuqn 2022

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.Masing-masing Tim Pendamping vang bersangkutan.




